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ABSTRACT

In today's globalization of the economy, people should buy medicines or cosmetics
that already have distribution permits and clinical trials from BPOM, because in fact
there are many drugs and beauty products that are spread among people who do not
have permission from BPOM, because this is certainly very dangerous for health.
public. Therefore the application of punishment to the perpetrators must provide a
deterrent effect and justice for the victim. The problem of this research is 1) how is
the juridical analysis of the application of criminal law in cases of abuse of
pharmaceutical preparations without distribution permits (Case Study of Decision No.
81/PID.SUS/2019/Pn.Pyh). 2) How is the crime against the abuse of pharmaceutical
preparations without a distribution permit in Decision No. 81/Pid.Sus/2019/PN PYH
(Case Study of Decision No. 81/Pid.Sus/2019/PN PYH. This type of research is
normative juridical, collection technique the data used library research, the data
source used was secondary data including primary, secondary and tertiary legal
materials and the analysis of the data used was qualitative.Conclusions: 1). Law 36 of
2009 concerning health has clearly regulated the circulation of pharmaceutical
preparations without a distribution permit. 2) the judge's decision in case No.
81/Pid.Sus/2019/PN PYH was very low and did not have a deterrent effect.

Keywords: Criminal application, pharmaceutical preparation, distribution
permit



UNIVERSITAS BUNG HATTA

v

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA
KASUS PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

(STUDI PERKARA NO 81/PID.SUS/2019/PN PYH DI PENGADILAN NEGERI
PAYAKUMBUH)

Muhammad Tito1,Firiati2,Yofiza Media1

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email :muhammadtito@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasiekonomisaatinimasyarakat seharusnya membeliobatobatan atau kosmetik
yang telahmemilikiizinedar dan uji klinisdari BPOM, karena pada
faktanyabanyakobat dan produkkecantikan yang tersebar di tengahmasyarakat yang
tidak memilikiizindari BPOM, karenahaltersebuttentu sangat
membahayakanbagikesehatanmasyarakat. Karena itu
penerapanpidanakepadapelakuharusmemberikanefekjeradan keadilanbagi korban.
Masalahpenelitianini 1) bagaimanaanalisisyuridispenerapanhukumpidanapada
kasuspenyalahgunaansedianfarmasitanpaizin edar(Studi Kasus Putusan No.
81/PID.SUS/2019/Pn.Pyh). 2) BagaimanakahTindakpidanapada
penyalahgunaansediaanfarmasitanpaizinedar pada Putusan No
81/Pid.Sus/2019/PNPYH(Studi Kasus PutusanNo 81/Pid.Sus/2019/PNPYH. Jenis
penelitianiniadalahyuridisnormatif, Teknik pengumpulan data menggunakanstudi
Pustaka, sumber data yang digunakanadalahdata sekunderdiantaranyabahanhukum
primer, sekunder dan tersiersertaanalisis data yang digunakanadalahkualitatif.
Simpulan: 1). Undangundang 36 Tahun 2009
tentangkesehatantelahmengatursecarajelasmengenaiperedaransedianfarmasitanpaizine
dar. 2) putusan hakim pada perkaraNo 81/Pid.Sus/2019/PNPYHsangatlahrendah dan
tidak memberikanefekjera.

Kata kunci :Penerapanpidana,sedianfarmasi, izinedar
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu

unsurkesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian

berbagaiupaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui

penyelenggaraanpembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

olehmasyarakat sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia

sebagaimanadimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia tahun 1945.1

Kesehatan setiap individu telah dijamin oleh Negara dan

termasukdalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945yang menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

danbatin juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian Negara jugamenjamin

setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuankhusus untuk

memperoleh kesehatan dan manfaat yang sama gunamencapai persamaan

keadilan.2

1Konsideran Menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

2Ibid.
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Kesehatan setiap individu telah dijamin oleh negara dan

termaksudpada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945Pasal 28 H dan Pasal 34 yaitu;

Pasal 28 H, mencantumkan:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempattinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dansehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuankhusus

untuk memperoleh kesehatan dan manfaat yang samaguna mencapai

persamaan keadilan.

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

yangbermartabat.

Pasal 34, mencantumkan:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruhrakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak.

Menurut World HealthOrganization(WHO) tahun 1947,

kesehatanmerupakan suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental,
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dansosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Salah satu

caramenjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat adalah dengan gayahidup

yang bersih dan sehat.Mencegah lebih baik daripada

mengobati.3Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan guna

tercapainyakesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal

bagimasyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi

olehperkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi

dankehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap

mampumeningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau

olehmasyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya,dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.4

Perkembanganaspekkesehatantersebut pada saatini, kesehatantidak

hanyadi dasarkan pada kesehatanjasmani saja namun juga

terhadapprodukprodukobatyang akan di konsumsi oleh masyarakat

danharussesuaidenganstandarkesehatansehinggaakanmenciptakankesehatan

yang optimal baik jasmani, rohani dan obatobatan.Salah satu bidang

kesehatan yang pada saatiniberkembangadalahkesehatan dari aspek

kecantikan atau kosmetik, tidak hanya bagi wanita namun pria pun

mulaisadarakanperawatandirisehingga tidak dipungkirisemakinmeningkat

3Mas Min, 2021, Pengertian Kesehatan Menurut Ahli dan Jenis-Jenis KesehatanSecara
Umum, https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahlidan-jenis-jenis-
kesehatan-secara-umum.html, (diakses pada tanggal 17 Juni 2021)

4KonsideratUndang-undang Nomor 29 Tahun 2004 TentangPraktik Kedoteran, Jakarta
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kebutuhan masyarakatakankosmetiksemakinmeningkat pula

variasidariprodukprodukkosmetik.

Peningkatanprodukprodukkosmetikpada

saatinidibarengidenganbanyaknya tokokosmetikyang

menjamurhinggamembuka cabang di berbagai daerah.Toko kosmetikdapat

berkembang pesat tentu tidak lepas dari keinginanorang-orang untuk

mendapatkan penampilan yang lebih baik, ditokokosmetikkita ditawarkan

untuk mendapatkan wajah yang bersih sehingga terlihat lebih menarik,

kebanyakan orang datang ke klinik kecantikan karenamemiliki masalah pada

kulit seperti jerawat, kerutan di wajah ataupun masalahkulit berminyak.

Tahapan awal saat datang ke klinik kecantikan ataupuntoko,

konsumen diminta untukkonsultasi terlebih dahulu kepadapenjual untuk

mengetahui jenis kulit pasien danpenanganan yang dapat dilakukan serta krim

apa yang dapat diberikan kepadakonsumen, kemudian jika konsumen

menyetujui obat yang akan diberikanmaka kemudian terjadilah transaksi

terapeutik namun, tindakan penjual obatatau sedianfarmasi yang diberikan

tidak semuanya dapat mengobati pasien. Adabeberapa kejadian yang

berbanding terbalik dari harapan pasien.

Diketahui obat-obat yang dipergunakan pada klinik kecantikan

ataupuntokokosmetikadalah obat-obat yang telah lulus uji BPOM dan telah

memiliki izin edar, namunada juga penjual atau kliniknakal yang

menjualobatkosmetik atau sedianfarmasi yang tidak

memilikiizinedarsemuanyadilakukanhanya untuk keuntungansemata.
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Peredaran obat ataupun sedianfarmasi yang diberikan oleh dokter klinik

kecantikanataupun Toko kosmetiktidak lepas dari pengawasan dari Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)yang berdasarkan Pasal (2) Peraturan

Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014memiliki tugas melaksanakan

kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan,yang meliputi pengawasan

atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zatadiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen serta pengawasan ataskeamanan pangan dan

bahan berbahaya, peredaran krim yang dijual oleh klinikkecantikan harus

memiliki izin dari BPOM

Pada Pasal (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor18 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

mencantumkan :

1. Bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagai

tercantumdalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang

diakui atausesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan

yangdiperbolehkan digunakan dalam pembuatan kosmetika 3. Selain

Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) bahan

tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika.

Peraturan yang mengatur mengenai sediaan farmasi dapat ditemukan

pada Bab I ketentuan umum Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. Pada Pasal 1 ayat 4 dan 5
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UU Kesehatan menetapkan bahwa, “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,

obat tradisional, dan kosmetika, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus,

mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau

membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Dalam pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan, tentu ada

standar operasional yang harus dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitas

barang. Tata cara pendistribusian barang telah diatur pada Pedoman Teknis

Cara Distribusi Obat yang Baik. Pedoman teknis ini telah diterbitkan oleh

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada

tahun 2012 lalu untuk selanjutnya diteruskan ke seluruh lapisan masyarakat

yang bergerak di bidang farmasi. Cara distribusi obat yang baik adalah

dengan cara distribusi/ penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan

penggunaannya, lalu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin

pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan bahan obat dalam jumlah

besar sesuai peraturan undang-undang disebut dengan pedagang besar

farmasi. BPOM RI akan mengeluarkan sertifikat

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kepada perusahaan farmasi

sebagai bukti sah bahwa perusaan tadi telah memenuhi persyaratan dalam
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mendistribusikan obat-obatan dan alat kesehatan lainnya. Prinsip-prinsip

umum yang harus diperhatikan dalam pendistribusian obat yang baik;5

1. Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untuk

aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat

dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi;

2. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan/atau bahan obat

bertanggungjawab untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat dan

mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi;

3. Prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding

dan obat uji klinis;

4. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan

prinsip kehati-hatian (duediligence) dengan mematuhi prinsip CDOB,

misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan

identifikasi risiko;

5. Harus ada kerja sama antara semua pihak termasuk pemerintah, bea dan

cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi,

fasilitas distribusi dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan

obat, memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegah paparan obat

palsu terhadap pasien.

5Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RepublikIndonesia
Nomor Hk.03.1.34.11.12.7542, Pedoman Teknis CaraDistribusi Obat Yang Baik, 2012, BPOM,
Jakarta
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Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia membuktikan

bahwa penerapan peraturan dan sanksi yang telah dibuat oleh pemerintah

tidak diindahkan oleh pihak yang sengaja mengedarkan obat tanpa izin edar.

Berdasarkan data Data Obat palsusedangmeningkat, menurut data dari

Pharmaceutical Security Institute. Seperti yang ditunjukkanbaganberikut,

hampir 6.000 insidenkejahatanfarmasidicatat oleh

organisasinirlabatersebutpada tahun 2021, naik 38

persendaritahunsebelumnya dan angkapuncaksejakpencatatanmerekadimulai

20 tahunlalu.

Dalam haldistribusigeografispenyitaanobatpalsu,

jumlahterbesartercatat di Amerika Utara (2.442) diikuti oleh Asia Pasifik

(1.747), Amerika Latin (770), Timur Dekat (705), Eurasia (646), Eropa (374)

dan Afrika (187). Urutaninisebagianbesardisebabkan oleh seberapabaik

negara-negara di

kawasaninisecaraefektifmengidentifikasikejahatanfarmasimelaluikegiatanpen

egakanhukum dan inspeksi oleh badan pengawasobat. Seperti yang dicatat

PSI, prioritaspenegakanhukum yang bersaing, kurangnya dana,

ataustrukturperaturan yang

tidakmemadaidapatmenyebabkanobatpalsutidakterdeteksi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia , sekitar 10 persenprodukmedis

yang beredar di negara berpenghasilanrendah dan menengah di

bawahstandarataudipalsukan. Di negara-negara Afrika sub-Sahara,
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bagianinidipercayalebihtinggilagi , meningkatmendekati 19-50

persen. Mengingathalini, jumlahsebenarnyadariinsidenobat-obatanpalsu yang

diproduksi dan didistribusikankemungkinanjauhlebihbanyak.

Peredaran obat palsu di Indonesia telah mencapai 2 miliar dollar

Amerika atau 25% dari total presentase bisnis farmasi di Indonesia pada

2016. Produksi dan peredaran obat palsu keuntungan ekonomisnya jauh lebih

besar dibandingkan produksi narkotika atau psikotropika dan resiko ancaman

hukuman pidana penjara maupun dendanya pun jauh lebih ringan dari pada

kejahatan narkotika atau psikotropika. Upaya pencegahan dan

penanggulangan permasalahan ini telah diupayakan lintas sektor instansi

formal sebagai respon tindak lanjutnya. Pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni

2016, Indonesia mengamankan ribuan kemasan obat ilegal senilai 4,2 juta

dollar Amerika. Ribuan obat palsu ini diamankan dari 64 pabrik dan tempat

produksi di seluruh Indonesia. Di waktu yang berasamaan, sebanyak 214 situs

website yang menjual obat palsu online juga dipaksa tutup.

Maraknyaperedaranobat atau sedianfarmasi yang

tanpaizinedariniakanmembuatresiko dan kerugian terhadap masyarakat akan

lebih besar kedepannya. UU Kesehatan telah memuat ketentuan pidana bagi

pihak yang melakukan perbuatan pidana yaitu mengedarkan obat tanpa izin

edar yaitu :

Pasal 196 UU Kesehatan mencantumkan:
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“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).”

Pasal 197 UU Kesehatan mencantumkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

rupiah).”

Pasal 198 UU Kesehatan mencantumkan :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Di Kota Payakumbuh terdapat sebuah perkara pidana yang berkaitan

dengan mengedarkanzatfarmasiberupazatkosmetik dan obat tanpa izin edar.

Hal ini tentunya melanggar ketentuan aturan perundang-undangan dan bisa

saja dapat membahayakankesehatan pasien/konsumen yang menggunakan
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obat tersebut, karena obat-obat tersebut tidak memiliki izin edar. Perkara

tersebut di register dengan Nomor 81/PID.SUS/2019/PNPYHpada

Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Terdakwa Inza Deswita panggilan

Wit pada hari Rabu tanggal 20Maret 2019 sekira pukul 17.15 Wib atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret tahun 2019 bertempat

di Toko Formosta di Jalan Imam Bonjol Koto NanAmpek Payakumbuh dan

di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek I RT.002

RW.002BulakanBalaiKandi,KecamatanPayakumbuhBarat,KotaPayakumbuh,

atausetidak-

tidaknyapadasuatutempatyangmasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan

Negeri Payakumbuh, dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

izin edar sebagaimanadimaksuddalampasal106(1),. Dari perbuatan tersebut

Wit diancam dengan Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan

denda sebesarRp.2.500.000,-

(duajutalimaratusriburupiah)denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibay

armakadigantidengan1(satu)bulankurungan;

Padakronologis perkara diatasadalah merupakan salah satu kejahatan

dibidang farmasi.6Meskipuntelahdiaturdengansanksi dan peraturan yang tegas

dan ditambah lagi adanya badan khususyakniBadan Pengawas Obat dan

Makanan(BPOM). BPOM dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden

(Keppres) Nomor166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103Tahun 2001 tentang

6Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga RampaiKebijakan Hukum Pidana,Kencana,hlm. 42



UNIVERSITAS BUNG HATTA

12

Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

LembagaPemerintah Non Departemen (LPND)yang mengatur mengenai

pembentukanlembaga-lembaga pemerintah nondepartemen.LPND adalah

lembagapemerintah pusat yang dibentuk untukmenjalankan tugas

pemerintahantertentu dari presiden serta bertanggungjawab langsung pada

presiden.BPOMmerupakan salah satu LPND yangmempunyai tugas yang

terkait denganpengawasan obat dan makanan, namunmasih saja adaoknum

yang nakal yang

dengansengajamemperjualbelikanobatobatantandaizinedarhanya demi

keuntungansematatanpamenghiraukanakibatdaripebuatannyatersebut,

Oleh karena itudiperlukan efek jera bagi siapa pun yang melanggar

hal-hal yang telah dijelaskan di atas. Didalam ini penulis mencobamengkaji

mengenai tindak pidanapengedaran dan penyalahgunaansediaanfarmasi tanpa

izin edar untukmengetahui bagaimana sebenarnyapertanggungjawaban

pidananya dengan judul“ANALISIS YURIDIS

PENERAPANKETENTUAN HUKUM PIDANA PADA KASUS

PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

(PADA PERKARA NO 81/PID.SUS/2019/PN.PYH DI PENGADILAN

NEGERI PAYAKUMBUH)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas,

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
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1. Bagaimanakahanalisis Yuridis penerapanketentuanhukumpidana pada

kasuspenyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar pada Putusan

81/Pid.Sus/2019/PNPYH?

2. BagaimanakahTindak pidana pada penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa

izin edar Pada Putusan No 81/Pid.Sus/2019/PNPYH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian Tesis

iniadalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisistinjauanyuridispenerapan pidana pada

kasuspenyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar Pada Putusan No

81/Pid.Sus/2019/PNPYH.

2. Untuk menganalisis Tindak pidana pada penyalahgunaan sediaan

farmasi tanpa izin edar  Pada Putusan No 81/Pid.Sus/2019/PNPYH

D. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah

satu kontribusi tambahan, dan juga kegunaan untuk perkembangan ilmu

pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum pidana

bagi penulis, mahasiswa maupun tenaga akademisi. Adapun manfaat yang

diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain
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1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya dan Hukum Kesehatan pada khususnya;

b. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana pentingnya

hubungan ilmu pengetahuan kedokteran dengan penegakan hukum

terkhusus Hukum Kesehatan dalam mengungkap tindak pidana yang

terjadi;

c. Memberikan hasil yang nantinya dapat di jadikan sebagai sumber

atau bahan acuan yang dapat digunakan pada penelitian yang sama

atau sejenis di penelitian selanjutnya;

2. Manfaat praktis

a. Sebagai sarana dan referensi dalam meningkatkan pengetahuan bagi

mahasiswa serta pembaca terkait dengan

penerapanketentuanhukumpidana pada kasusperedaranobat tanpa

izin edar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar bagi

akademisi di dalam perkuliahan serta dapat memberikan informasi

dan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa saja bentuk dari

obatfarmasi yang berbahaya dan tidak memilikiizinedar dan

konsekuensihukum yang didapatjikadengansengajamenjual dan

mendistribusikanomasi yang illegal tersebut.
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E. Kerangka Teoritis

Untukmembedahpermasalahandibutuhkanpisauanalisis, yaituteori.

Untukituteori yang digunakanuntukmembedahpermasalahan pada

tesisiniadalahsebagaiberikut:

1. Teori Pemidanaan

Para ahlidalammembahashalpemidanaandalam proses peradilan,

telahmembagi 3 unsur yang menjadidasarhukum dan

tujuanpemberianpemidanaanyaitu :

a. DeVergeldingTheori (Teoriabsolutataupembalasan);

b. DeRelativeTheori(TeoriRelatifatautujuan);

c. DeVerenigingsTheori (TeoriGabungan);dan

1) DeVergeldingTheori (Teoriabsolutataupembalasan)

Teori yang dikenal sejak abad ke-18 ini, teori yang

berdasarkan atas alam pemikiran pembalasan. Menurut

Immanuel Kant, bahwa“kejahatanitumerupakan perbuatan

ketidakadilan,sehingga

harusjugadibalasdenganketidakadilan”.Sehingga teoriini

dinamakanteori absolutatatu pembalasan.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan

pembalasan ataskesalahan yang telah dilakukan, jadi

berorientasi pada perbuatan dan terletak padakejahatan itu
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sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus

menerimasanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar

hukuman harus dicari darikejahatan itu sendiri, karena kejahatan

itu telah menimbulkan penderitaan bagiorang lain, sebagai

imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi

penderitaan.Setiapkejahatanharusdiikutidenganpidana,tidakbole

htidak,tanpatawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh

karena melakukan kejahatan. Tidakdilihatakibat-

akibatapapunyangtimbuldengandijatuhkannyapidana,tidakpeduli

apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan

sebagai alasanuntuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan

pidana pada dasarnya penderitaanpada penjahat dibenarkan

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi

oranglain.MenurutHegelbahwa,pidanamerupakankeharusanlogis

sebagaikonsekuensidariadanyakejahatan.Ciripokokataukarakteri

stikteoriAbsolutataupembalasan,yaitu :

a) Tujuanpidanaadalahsemata-matauntukpembalasan ;

b) Pembalasanadalahtujuanutamadandidalamnyatidakmengand

ungsaranasaranauntuktujuanlainmisalnyauntukkesejahteraa

nmasyarakat;

c) Kesalahanmerupakansatu-satunyasyaratuntukadanyapidana;

d) Pidanaharusdisesuaikan dengankesalahansipelanggar;dan

e) Pidanamelihatkebelakang,iamerupakanpencelaanyangmurni
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dantujuannyatidakuntukmemperbaiki,mendidikataumemasy

arakatkankembalisi pelanggar.

2) DeRelatifTheori(TeoriRelatifatauTujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah

tujuan daripidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan

tertentu. Menurut teori inisebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok,

yaitu mempertahankan ketertibanmasyarakat. Cara untuk mencapai

tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapateori,yaitu

a) Preventivetheory(teori pencegahan),yangmeliputi:

(1) GeneralePreventive(pencegahanumum),yaituditujukanke

padakhalayakramai, kepadamasyarakat luas; dan

(2) SpecialPreventive(pencegahankhusus),yaituditujukankep

adapelaku kejahatan secara khusus, agar tidak

mengulangi lagi untukmelakukankejahatan

(3) Verbeteringvandader(memperbaikisipenjahat), selama

iadiberikanpidana dan pendidikan selama

diamenjalanipidana

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan

bukan

sebagaipembalasanataskesalahansipelaku,tetapisebagaisaranamenc

apaitujuanbermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan. Dari teori inimuncul tujuan pemidanaan sebagai
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sarana pencegahan, yaitu pencegahan umumyang ditujukan pada

masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkanuntuk

melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni

memperbaikiketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan

itu. Tujuan hukuman harusdipandang secara ideal, selain dari itu,

tujuan hukuman adalah untuk mencegah(prevensi)kejahatan.

MenurutLeonard,teorirelatifpemidanaanbertujuanmencegah

danmengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk

mengubah tingkah

lakupenjahatdanoranglainyangberpotensiataucederungmelakukanke

jahatan.Tujuanpidanaadalahtertibmasyarakat,danuntukmenegakanta

tatertibmasyarakatitu diperlukan pidana.

Pidanabukanlahsekedaruntukmelakukanpembalasanataupen

gimbalankepadaorangyangtelahmelakukansuatutindakpidana,tetapi

mempunyaitujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu

sendiri tidak

mempunyainilai,tetapihanyasebagaisaranauntukmelindungikepenti

nganmasyarakat.Dasarpembenaranpidanaterletakpadatujuannyaadal

ahuntukmengurangifrekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan

karena orang membuat kejahatan,melainkan supaya orang jangan

melakukan kejahatan. Sehingga teori ini seringjugadisebut teori

tujuan (utilitarian theory).

Adapunciripokokataukarakteristikteorirelatif(utilitarian),
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yaitu:

a) Tujuanpidanaadalahpencegahan(prevention);

b) Pencegahanbukantujuanakhirtetapihanyasebagaisaranauntukm

encapaitujuanyanglebihtinggiyaitukesejahteraanmasyarakat

c) Hanyapelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat

dipersalahkan kepadasi pelaku saja (misal karena sengaja atau

culpa) yang memenuhi syaratuntukadanyapidana;

d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk

pencegahankejahatan;

e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat

mengandungunsurpencelaan,tetapiunsurpembalasantidakdapat

diterimaapabilatidak membantu pencegahan kejahatan untuk

kepentingan kesejahteraanmasyarakat.

3) DeVerenigingsTheori (TeoriGabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut

(pembalasan)

danteorirelative(tujuan).Berdasarkanteoriini,pemidanaandidasar

kanataspembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu,

harus ada keseimbanganantara pembalasan dengan tujuan

pemberian pemidanaan terhadap seseorang

yangmelakukankejahatan, agartercapai

keadilandankepuasanmasyarakat.
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Teorigabunganinidapat

dibedakanmenjadiduagolonganbesar,yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasan

itutidakbolehmelampauibatasdariapayangpeludancukupuntu

kdapatnyadipertahankannya tatatertib masyarakat;

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata

tertib masyarakat,tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana

tidak boleh lebih berat daripadaperbuatanyangdilakukan

terpidana.

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan

sangat pantas

diarahkankepadapelakukejahatan,bukankepadaperbuatannya.Teo

riinimemilikikeistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku

sehingga diharapkan mampumemulihkan kualitas sosial dan

moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi

kedalammasyarakat.MenurutAlbertCamus,pelakukejahatantetap

humanoffender, namun demikian sebagai manusia, seorang

pelaku kejahatan tetap bebaspulamempelajarinilai-

nilaibarudanadaptasibaru.Olehkarenaitu,pengenaansanksi harus

mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan

membutuhkansanksiyangbersifattreatment.
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Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh

aliran positif.

Aliraniniberalaskanpahamdeterminasiyangmenyatakanbahwaora

ngtidakmempunyaikehendakbebasdalammelakukansuatuperbuat

ankarenadipengaruhiolehwatakpribadinya,faktor-

faktorlingkunganmaupunkemasyarakatannya.

Dengandemikiankejahatanmerupakanmanifestasidarikeadaan

jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan

tidakdapatdipersalahkanatasperbuatannyadantidakdapatdikenaka

npidana,melainkanharus diberikanperawatan (treatment)untuk

rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan

perkembangan lebihlanjut dari aliran modern dengan tokoh

terkenalnya Filippo Gramatica, tujuanutama dari teori ini adalah

mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial

danbukanpemidanaanterhadapperbuatannya.Hukumperlindunga

nsosialmensyaratkanpenghapusanpertanggungjawabanpidana

(kesalahan)digantikantempatnya oleh pandangan tentang

perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkatperaturan-

peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk

kehidupanbersamatapi sesuaidengan aspirasi-aspirasi

masyarakatpadaumumnya.
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2. Teori Penerapan Hukum

Berbicarapenerapanhukumberartiberbicaramengenaipelaksanaanhukum

itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Hukumtidakbisalagidisebutsebagaihukum,apabilatidakpernahdilaksanak

an.

Pelaksanaanhukumselalumelibatkanmanusiadantingkahlakunya.

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran

hukum,kejaksaandisusundengantujuanuntukmempersiapkanpemeriksaa

nperkaradidepan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan

penerapanhukumdimasyarakatantaralainadalah :7

a. Menertibkanmasyarakatdanpengaturanpergaulanhidup;

b. Menyelesaikanpertikaian;

c. Memeliharadanmempertahankantatatertibdanaturan-

aturanjikaperludenganmemliharadanmempertahankan hak tersebut;

d. Kekerasan;

e. Mengubahtatatertibdanaturan-

aturandalamrangkapenyesuaiandengankebutuhan masyarakat;dan

f. Memenuhituntutankeadilandankepastianhukumdengancaramerealisa

sifungsi-funsgidiatas.

7SajtiptoRahardjo,MasalahpenegakanHukumSuatuTinjauanSosiologis,Bandung:SinarBa
ru,2009,hlm. 15
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SedangkanmenurutSoerjonoSoekanto,fungsidanpenerapanhuku

mdimasyarakatantaralainadalah :8

a. Alatketertibandanketentramanmasyarakat;

b. Saranauntukmewujudkankeadilansosiallahirbatin;dan

c. Saranapenggerakpembangunan.

Terdapatbeberapabentukpenerapanhukum,antaralainadalahsebaga

iberikut:

a. SesuaidenganUndang-Undang/Peraturan

Mengenaibentukpenerapanhukumdalamhalini“sesuaidengan

undang-

undang/peraturan”merupakankonseppositivismehukumolehJohnAu

stin,memberikanidentifikasihukumyangaplikasinya diterapkan

dengan undang-undang akan menjamin bahwasetiap individu dapat

mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannyayang boleh

dilakukan danapa saja perbuatannya yang tidak bolehdilakukan.

Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan

tegasdankonsekuensesuaidenganapayangtelahditetapkandandiputus

kan,dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara.

Begitu puladenganpenerapanhukummelaluiketentuan-

ketentuannyadanperaturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat

harus dilaksanakansesuaidengan segalasesuatu yangtelah

8Ibid,hlm.16
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ditetapkan.9

b. TidaksesuaidenganUndan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-

Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh

SatjiptoRahardjo,menyatakanhukumtidakbisabekerjasendiri,hukum

membutuhkaninstitusiatau manusiauntuk menggerakannya.10

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan

antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dijadikan pedoman dalam

penulisan proposal ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas

tentang maksud dari pemilihan judul dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Hukum Pidana, TindakPidana dan SanksiPidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata

“pidana” samadengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang

“dipidanakan”, yaitu instansiyang berkuasa dilimpahkan kepada

seseorang oknum sebagai hal yang tidak enakdirasakannya dan

sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan

9MarcellinoLessil,ElsaRinaMayaToule,danDennyLatumaerissa,PemalsuanBuktiC1Reka
panPada Prosespemilihanlegislative,TATCHI:JurnalIlmuHukumVol1No11,2022,hlm1134

10SatjiptoRahardjo, Membedah Hukumprogresif,Jakarta:PT.Kompas, 2006,hlm. 6
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tertetuuntukmelimpahkan pidanaini.

Ada2(dua) unsurpokokdarihukumpidana,yaitu:

a. Adanyasuatu“norma”,yaitusuatularanganatausuruhan;dan

b. Adanya“sanksi”ataspelanggarannormaituberupaancamandenga

nhukumpidana.

Para ahli pun juga ikutmenjabarkandefinisidarihukumpidanayaitu

1) Prof. van Hamel : “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang

dianut olehsuatu Negara dalam menyelenggarakan

ketertibanhukum, yaitu

melarangapayangbertentangandenganhukumdanmengenakansua

tunestapakepadayangmelanggar larangan-larangan tersebut”.

2) Prof. Simons : “kesemua perintah-perintah danlarangan-

laranganyangdiadakanolehNegarayangdiancamdengansuatunest

apa(pidana)berangsiapayangtidakmenaatinya,kesemuanyaaturan

-aturanyangmenentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan

kesemuanya aturan-aturanuntukmengadakan(menjatuhi)dan

menjalankanpidanatersebut”.11

b. TindakPidana

Tindakpidanamerupakanpengertiandasardalamhukumpidana

(yuridisnormatif).Kejahatanatauperbuatanjahatbisadiartikansecaray
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uridisataukriminologis.Kejahatanatauperbuatanjahatdalamartiyuridi

snormatifadalahperbuatansepertiyangterwujudin abstractodalam

peraturan pidana.12

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan

tindakan

melanggarhukumpidanayangtelahdilakukandengansengajaataupunti

daksengajaolehseseorangyang dapat dipertanggungjawabkan atas

tindakannyadan olehundang-undanghukumpidanatelah

dinyatakansebagaisuatutindakanyangdapatdihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang

olehsuatuaturanhukum,larangantersebutdisertaiancaman(sanksi)ber

upapidanatertentubagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.13

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan

dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu

penjamin untuk merehabilitasi prilaku dari pelaku kejahatan

tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana dibuat sebagai

suatu ancaman dari kebebasan.

2. TeoriPertimbanganHakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang

12AdamiChazawi, 2007, PelajaranHukumPidana1,PT.RajaGrafindo,Jakarta,hlm69
13IsmuGunadidanJonaediEfendi,2014, HukumPidana, Kencana,Jakarta,hlm35
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sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan

keputusannya mengenai hal-halsebagaiberikut:14

1. Keputusanmengenaiperistiwanya,apakahterdakwatelahmelakukanpe

rbuatanyangdi tuduhkan kepadanya.

2. Keputusanmengenaihukumnya,apakahperbuatanyangdilakukanterda

kwaitumerupakansuatutindakpidanadanapakahterdakwabersalahdan

dapatdipidana.

3. Keputusanmengenaipidananya,apabilaterdakwamemangdapatdipidana
.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang

telah ditentukanoleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan

hukuman yang lebih rendahdari batas minimal dan juga hakim tidak

boleh menjatuhkan hukuman yang lebihtinggi dari batas maksimal

hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang.Dalammemutusputusan,adabeberapateoriyangdapatdigunakanol

ehhakim.MenurutMackenzie,adabeberapateoriataupendekatanyangdapat

dipergunakanolehhakimdalammempertimbangkanpenjatuhanputusandal

amsuatuperkara,yaitusebagaiberikut:14

a) TeoriKeseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat

yang ditentukanoleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak

14Sudarto,HukumdanHukumPidana, Bandung,Alumni, 1986,hlm.74.
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yang tersangkut atau berkaitandengan perkara.

b) TeoriPendekatanSenidanIntuisi

Penjatuhanputusanolehhakimmerupakandiskresiataukewenangan

darihakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

menyesuaikandengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap

pelaku tindak pidana ataudalam perkara perdata, hakim akan melihat

keadaan pihak yang berperkara,

yaitupenggugatdantergugat,dalamperkara perdatapihak

terdakwaatauPenuntutUmumdalamperkarapidana.Penjatuhanputusan

,hakimmempergunakanpendekatan seni, lebih ditentukan oleh

instink atau instuisi daripada pengetahuandari Hakim.

c) TeoriPendekatanKeilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses

penjatuhan pidanaharusdilakukansecarasistematikdanpenuhkehati-

hatiankhususnyadalamkaitannya dengan putusan-putusan terdahulu

dalam rangka menjamin konsistensidari putusan hakim.

d) TeoriPendekatanPengalaman

Pengalamandariseoranghakimmerupakanhalyangdapatmembantu

nyadalammenghadapi perkara-perkarayangdi hadapinyasehari-hari.

e) TeoriRatioDecidendi

Teoriinididasarkanpadalandasanfilsafatyangmendasaryangmemp

ertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
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yang disengketakankemudianmencariperaturanperundang-

undanganyangrelevandengan pokok perkara yang disengketakan

sebagai dasar hukum dalam

penjatuhanputusansertapertimbanganhakimharusdidasarkanpada

motivasiyang

jelasuntukmenegakkanhukumdanmemberikankeadilanbagiparapihak

yangberperkara.

f) TeoriKebijaksanaan

Aspekdariteoriiniadalahmenekankanbahwapemerintah,masyarak

at,keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk

membimbing,

mendidik,membinadanmelindungiterdakwa,agarkelakdapatmenjadi

manusiayangberguna bagi keluarga,masyarakat dan bangsanya.

Dalammemutussuatuperkarapidana,hakimharusmemutusdenganseadi

l-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut

Van Apeldoorn,hakimitu haruslah:15

1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit,

kejadian-kejadiankonkritdalam masyarakat.

2) MenambahUndang-Undangapabilaperlu.
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3. Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan

jasa pelayananperawatan baik pada kulit, rambut, kuku.Menawarkan

pelayanan jasa di bidangperawatan kesehatan dan kecantikan kulit,

rambut, kuku, dan lainnya.Beberapa klinik kecantikan yang sekarang

banyak dijumpai di wilayah ibukota adalah klinik kecantikanyang

mengkombinasikan pelayanan kecantikan wajah maupun tubuh, dan

konsultasikesehatan kulit, serta pelayanan tambahan seperti spa,

massage, danmanicurepedicure.

Fungsi klinik kecantikan merupakan suatu tempat untuk

melakukan konsultasidan perawatan terhadap tubuh, wajah, kulit, rambut

dan kuku dengan dilakukan oleh ahlikecantikan dan dokter

spesialis.Mengembalikankebugaran tubuh.Serta

mempercantikpenampilan dari setiap pengunjung yang menggunakan

fasilitas dari klinik kecantikan.

G. Metode Penelitian

1. JemisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini masalah yang diteliti dan

dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan peraturan dan

norma norma, teori hukum dan pendapat ahli hukum.

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum normatif

(legal research) yakni, “penelitian hukum yang mengkaji norma norma
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hukum positif sebagai objek kajiannya.”15Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis normatif, dalam memecahkan permasalahan

yang ada dan peneliti juga menggunakan teknik kajian inventarisasi

hukum positif sebagai langkah awal yang merupakan pendahuluan yang

bersifat mendasar dalam penelitian. Selain itu pada penelitian ini peneliti

juga menggunakan teknik pendekatan kasus (case approach)yaitu

pendekatan yang bertujuan untuk memperlajari norma noma hukum dan

kaidah hukum yang diterapkan pada suatu praktik hukum. Terutama pada

kasus-kasus yang telah diputus, sebagaimana dapat dilihat

sebagaiyurisprudensi terhadap perkara perkara yang sedang dikaji sebagai

objek penelitian.16

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu

sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang terdiri dari undang

undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terdahulu,

diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas,

dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dariperaturan

15E. SaefullahWiradipradja, 2015, PenuntunPraktis Metode Penelitian dan Karya Tulis
Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, hlm. 5

16Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cet 1, Mataram University Press, Mataram,
hlm. 71
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perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan.17

Bahan hukum primer yang digunakan pada tesisiniterdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik

Kedokteran

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2014 Tentang

Klinik

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas

Obat Dan Makanan

6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor18

Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung

dan memperkuat dari bahan hukum primer dan memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.18Bahan hukum

17Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Cet.6, KencanaPrenada Media
Group,  Jakarta, hlm. 141

18Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23
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sekunder terdiri dari seperti buku buku yang menyangkut yang

memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan, jurnal

jurnal hukum dan kamus kamus hukum, sera komentar atas putusan

pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.19 Bahan hukum tersier dapat di contohkan

seperti: kamus hukum,kamusbahasa, ensiklopedia, internet dan

ensiklopedia hukum yang menunjang penelitian yang akan diteliti.20

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini

menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara

menginventarisasi dan pengidentifikasian peraturan perundang undangan

serta mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan

penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca,

menelaah, menyimpulkan dan mencatat ulasan yang berhubungan dengan

masalah yang sedang diangkat

19Ibid, hlm. 54
20Op.Cithlm.23
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4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder

yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis

yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus

matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan

pandangan para pakar, peraturan perudangan-undangan, termasuk data

yang diperoleh dilapangan yang memberikan gambar secara detail

mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai

dengan tujuan penelitian.21

21SoerjonoSoekanto, Op. Cit., hlm. 20


